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KATA PENGANTAR

	Puji dan syukur kita haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan karunia Nya Kegiatan Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Tahun 2018 dapat dilaksanakan dengan baik dan berjalan lancar.
	Laporan penyelenggaraan kegiatan ini merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dalam melaksanakan program  Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.
	Terselenggaranya kegiatan  ini berkat dukungan dari Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat, Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masysrakat, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, Kepala Seksi Intelijen, Kepala Seksi  Tibum dan Tranmas serta semua rekan kerja pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Provinsi Sumatera Barat, serta kerjasama dari Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten/Kota yang membantu pelaksanaan kegiatan ini di daerah.
	Kami menyadari Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan oleh karena itu diharapkan kritik dan saran dari semua pembaca. Semoga laporan ini memberikan kontribusi positif dalam pelaksanaan tatanan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat umumnya dan Satuan Polisi Pamong Praja khususnya.

   Padang,      Desember 2018
KEPALA BIDANG TIBUM DAN TRANMASY
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LAPORAN PENYELENGGARAAN 
KEGIATAN OPERASI PENANGANAN PELANGGARAN PERDA
 GANGGUAN KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT
 SE SUMATERA BARAT TAHUN 2018

I. PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat merupakan SKPD yang bertugas menegakkan peraturan daerah, peraturan kepala daerah serta menciptakan kondisi daerah yang tentram, tertib dan teratur sehingga roda pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan aman. Hal ini sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja.
Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan kegiatan rutin yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat setiap tahunnya dalam program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. 
Kegiatan dilaksanan setelah mendapat informasi pasti dari anggota intel dilapangan lalu untuk kemudian membuat rencana operasi yang juga  melibatkan Satpol PP dan Damkar Kabupaten Kota serta unsur TNI POLRI.

B. LANDASAN HUKUM
1. Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
2. Peraturan Pemerintah No. 06 Tahun 2010 tentang Pedoman Satuan Polisi Pamong Praja
3. Permendagri No. 54 Tahun 2011 tentang Prosedur Tetap Satuan Polisi Pamong Praja

C. DASAR PELAKSANAAN
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2018 Program Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat Kegiatan Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.



II. PELAKSANAAN KEGIATAN
A. NAMA KEGIATAN
“Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat “
B. TUJUAN
Tujuan diselenggarakan kegiatan Operasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah untuk menekan angka pelanggaran peraturan daerah dan peraturan kepala daerah serta menciptakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
C. PENYELENGGARA
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Mayarakat Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat
D. WAKTU DAN LOKASI KEGIATAN
Kegiatan dilaksanakan sepanjang tahun 2018 di Kab/Kota yang ada di Sumatera Barat
E. REALISASI KEGIATAN
1. Kabupaten Padang Pariaman (01 November 2018)
Telah operasi penanganan pelanggaran perda dan gangguan ketertiban umum dan ketentraman  masyarakat ke Kab. Padang Pariaman dilaporkan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan secara bersama Tim Terpadu diantaranya : 
· Korem 032 WBR Bukit Barisan
· Polda Sumbar
· Denpom I/4 Padang
· Dinas ESDM
· DPM PTSP
· Satpol PP Kab. Padang  Pariaman
· Polres Pariaman
b. Kegiatan dilaksanakan dalam rangka adanya pengaduan dari masyarakat serta pemerintahan daerah Kab. Padang Pariaman adanya kegiatan pertambangan batuan tampa izin di sepanjang Sungai Naras yang melewati beberapa Nagari di Kecamatan Kampuang Dalam.

c. Operasional dilaksanakan ke beberapa titik antara lain:
· Lokasi I : Jorong Bukit Gonggang Nagari Bukit Nare ditemukan beberapa titik yang diduga melakukan pengambilan pasir namun pada saat dilapangan alat-alat yang digunakan sepertinya sudah dipindahkan, menurut pendapat tim diduga razia bocor. Namun Tim tetap melakukan upaya renovasi pembersihan tempat tersebut dari barang bukti yang tercecer disekitar lokasi tersebut. 
· Lokasi II : Jorong Desa Lambang Pasang Kenagarian Balumbang Kecamatan Sungai Limau ditemukan dompeng yang sedang terpasang di tepian sungai Nareh berdasarkan keterangan yang didapat dari warga sekitar bahwa pemilik barang bukti tersebut dimiliki oleh Ali Shower namun pada saat penertiban barang bukti tersebut si pemilik tidak datang untuk menemui petugas. Oleh karena itu barang bukti tersebut diamankan dan kepada pemilik yang merasa memiliki barang bukti tersebut agar datang ke Kantor Satpol PP Provinsi Sumatera Barat.
· Lokasi III : Jorong Simpang Tigo Palangaran Nagari Toboh Kecamatan Kampuang Dalam, diduga ditempat ketiga adanya barang bukti yang dilakukan dengan menggunakan dompeng namun di lokasi ketiga tersebut hanya diberikan arahan untuk menambang tidak menggunakan alat berat.
· Lokasi IV : Korong Pasadama Nagari Parik Malintang Kecamatan Enam Lingkuang berada di sekitar kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman, ditemukan adanya penambangan batuan menggunakan mesin penghisap (dompeng) namun dilokasi tidak ditemui si pemilik alat berat tersebut. Kepada alat berat tersebut di lakukan penertiban dan diamankan ke kantor Satpol PP Padang Pariaman, kepada pelaku yang merassa memiliki alat tersebut kepadanya agar  menjemput di Kantor Satpol PP Provinsi untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. 

d. Alat-alat yang diamankan:
· 2 buah mesin besar lengkap
· 1 mesin kecil
· 10 buah slang besar
· 15 paralon besar 
· 1 buah drom
· 8 buah sekop
· 1 buah ayakan
· 3 buah seng
e. Dasar hukum pelaksanaan pengamanan barang bukti berdasarkan kepada Pasal 39 ayat (1) KUHAP disebutkan mengenai apa-apa saja yang dapat disita (barang bukti), 
· benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
· benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
· benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana;
· benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
· benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan,

2. kabupaten Solok  Kabupaten Tanah Datar (12 s/d 13 November 2018)
Telah dilaksanakan penyelidikan (pengawas dan, pengamatan, pengumpulan bahan keterangan) adanya pelanggaran penggunaan alat tangkap ikan bilih di Kawasan Danau Singkarak (lintas Batas Kabupaten Solok dengan Kabupaten Tanah Datar) dilaporkan sebagai berikut:
a. Pelaksanaan kegiatan dilaksanakan berdasarkan kesepakatan rapat checking terakhir tanggal 18 Oktober 2018 di Aula Dinas Kelautan dan Perikanan bahwa pelaksanaan kegiatan pada tanggal 12 s/d 13 November 2018. 
b. Pengawasan diarahkan kepada masyarakat  pemilik bagan yang masih mengoperasikan alat tangkap ikan tersebut mereka untuk diberikan teguran serta menyuruh kepada masyarakat tersebut menepikan alat tangkap bagan mereka dan diminta  secara swadaya untuk membuka waring mereka.
c. Pelaksanaan penertiban dilaksanakan di dua titik yakni Kab. Tanah Datar dan Kab. Solok.

d. Temuan di lapangan dapat dilaporkan sebagai berikut:
· Kab. Solok 	:	8 buah surat teguran
· Kab. Tanah Datar	:	9 buah surat teguran
e. Berdasarkan dari temuan tersebut kepada masyarakat yang sudah mau secara langsung untuk menepikan alat tangkap mereka tidak diberikan surat teguran. Masyarakat tersebut berjumlah kurang lebih 40 bagan.
f. Sempat terjadi keributan antara pemilik bagan di Daerah Kacang, dengan petugas. Pemilik bagan tersebut menolak adanya pembongkaran bagan dan bersikeras tidak mau menepikan bagannya. Namun setelah dilakukan pertemuan antara Dinas Kelautan dan Perikanan, Satpol PP, Polsek dan instansi terkait lainnya dengan Ketua Pemilik Bagan daerah Kacang. Hasil pertemuan tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa seluruh pemilik bagan sepakat untuk menepikan dalam waktu 2 (dua) hari.
Berdasarkan koordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Barat akan dilakukan kegiatan secara berkala untuk pengawasan dan pemantauan kawasan Danau Singkarak

III. HASIL YANG DIHARAPKAN
Dengan adanya kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diharapkan dapat terwujudnya ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di lintas Kabupaten / Kota se Sumatera Barat dan menekan angka pelanggaran Perda serta terjalinnya hubungan emosional dan profesional antara Satpol PP dan Dankar Provinsi Sumatera Barat dengan Satpol PP dan Damkar Kabupaten/Kota.

IV. PENUTUP
A. KESIMPULAN
Pada prinsipnya Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota siap mendukung kegiatan Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang dilaksanakan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Sumatera Barat dan berharap adanya pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat bersama Satpol PP Provinsi Sumatera Barat di tempat-tempat rawan terjadi tindakan-tindakan pelanggaran perda yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.


B. SARAN
1. Diharapkan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten/Kota dapat meningkatkan pengawasan dengan melakukan patroli lapangan di tempat-tempat yang terindikasi digunakan untuk melakukan tindakan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat,
2. [bookmark: _GoBack]Diharapkan untuk tahun berikutnya, kegiatan Koordinasi Penanganan Pelanggaran Perda, Gangguan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat dapat lebih ditingkatkan dana operasionalnya dan sarana prasarana sehingga pelaksanaan kegiatan dapat menyentuh seluruh Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.
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